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DENGAN RAHMAT TI.JHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BINTAN,

batrwa dalam rangka meningkatkan kesejatrteraan masyarakat umurnnya
dan anggota KUBE khussnya dalam upoya percepatan pembangunan
& penanggulangar kemiskfonn, serta mendorong perkembangan
Lernbaga Keuangan Milro Kelompok Usaha Bersama (LKM KLiBE)
Sejatrtera, dilaksanakan kegiatan Bantuan Langsrmg Masyarakat (BLM)
melalui Lembaga Keuangan Miliro Kelompok Usalra Bersama (LKM
KUBE) Sejahtera Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten
Bintan;

batrwa unfuk kelancaran adminisrasi dan operasional pelaksanaan
kegiatan BLM melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM maka perlu dibuat
suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu ditetapkan peraturan Bupati Bintan tentang Petuqiuk
Pelaksanaan Bantuan Hibah Langsung Masyarakat (BLM) melalui
Lembaga Keuangan Milao Kelompok Usaha Bersama (LKM KUBE)
Sejahtera Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Bintan;
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Mengingat 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah
otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan oaerih provinsi Sumatera
Tengah ( Lembaran Negara Repuulit< Indonesia Tahun 1956 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g96);

2' Undang - undang Nomor 25 Tahun 20a2 tentang Pernbentukan provinsi
Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237 );

3. undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia tatruri zoo+ Nomor r25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. undang - undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang perirnbangan Keuangan
Antara Pemerintah pusat dan Daerah ( Lembaran Neg:ara RepuSlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, iambahan Lem6aran N.gu.u
Republik Indonesia Tahun 4435 );

5. undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
(Le*rbaran Negara Repubrik Indonesia Tahrin 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik indonesia Nomor 4967);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 42 rahun 19g1 tentang pelayanan
Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lernbaran Negaia Reiublik
Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Repuutit Indonesia
Nomor 3260);

7 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan Nama
Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten- Bintan provinsi
Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4605
);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintahan antara pemerintah Daerah provinsi -d.ngun pemerintah
Kabupaten I Kota ( Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737 );

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor g4ftrrJK/1997
Tentang Pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir
Miskin;

8.

9.



l0.Keputusan Menreri Sosiar Repubrik indonesia Nomor rgflflJwrggg
T..ngng Pelayanan Kesejahteraan sosiar bagi Fakir Miskin yan;
diselenggarakan oleh masyarakat;

I l. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun
Anggaran 2009 (Lernbaran Daerah Kabupaten Binian Nomor 0r rahun
200e);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 30
September 2009 tentang perubahan Anggaran pendapatan aan i"etania
Daerah (PAPBD) (Lembaran Daerah *abupaten Bintan Tahun 2009
Nomor 12);

13. P-eraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2009 Beriia Daerah
Kabupaten Bintan No 12 Tahun 2009 Tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten B]ntan Tahun anllaran
2009;

14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3g Tahun 2009 Tanggal I oktober 2009
tentang penjabaran perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
(PAPBD) (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 3g);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PETLTNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA
KELOMPOK USAHA BERSAMA (LKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR
BINTAN

HIBAH LANGSTING
KEUANGAN MIKRO
KT'BE) SEJAHTERA

MISKIN KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN TT,{LIM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalahpemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. B_antuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dari pemerintah

ditujukan bagi masyarakat dengan mekanisme pemberian bantuan secara
langsung kepada masyarakat sasaran;

5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adarah lembaga keuangan yang
berada di wilayah desa./kelurahan dan/atau kecarnarLn yang melayanl
kegiatan simpan pinjam dengan sistem bagi hasil bagi anggota KtrBE
maupun masyarakat sekitar;



6. Kelompok usaha Bersama (KUBE) adalah masl,arakat fakir miskin yang
melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif, baik itu usaha
perseorangan maupun usaha kelompok, secara bersama-sama dalam satu
wadah kelompok yang beranggotakan anta{a 5 sampai dengan 10 orang;

7. LKM KUBE sejahtera adalah lembaga keuangan mikro yang terbeniuk
dengan tujuan mensejahterakan KUBE, anggota KUBE dan masyarakat
sekitar LKM KUBE Sejahtera tersebut,

8. usaha Ekonomi Produkif (trEP) adalah usaha/aktifitas yang dilakukan
oleh masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga;

9. Pemberdayaan Sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan
kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraannya;

10. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses
terhadap pelayanan sosial;

li. Fakir Miskin adalah orang yang tidak mempunyai surnber mata
pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai
sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan
pokok yang layak bagi kernanusiaan;

12 BLM Melalui LKM KUBE SEJAHTERA p2FM adalah banruan
langsung yang ciiberikan kepada LKM KUBE Sejahtera untuk
pengembangan usaha LKM KUBE dimaksud demi kesejahteraan
masyarakat umumnya dan KUBE serta anggota KUBE khususnya.

1

BAB II
TUruAN DAN LOKASI

Kegiatan BLM Melalui LKM KUBE Sejahtera p2FM bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk fakir miskin melalui
pemberian bantuan langsung kepada LKM KUBE Sejahtera agar dapat
berpartisipasi secara alcif dalarn melaksanakan kegiatan usaha LKM
KUBE Sejahtera dengan ikut berperan serta dalam pengeinbangan uEp
masyarakat umumnya dan KUBE khususnya.

Lokasi pelaksanaan BLM Melalui LKM KtrBE Sejahtera p2FM adalah
LKM KLIBE Sejahtera yang berada dalam wilayah Kabupaten Bintan.

objek dan lokasi kegiatan BLM Melalui LKM KUBE sejahtera p2FM
ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati setelah diverifikasi oleh rim
Koordinasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

2.



BAB III
PENGANGGARAN

Anggaran pelaksanaan BLM Meralui lfM ftrBE Sejahtera p2FM berupaBantuan Langsung-Masyarakat (BLM) berada oi po.-g;ntuan sosial padaDinas Pengelola Keuargan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) KabupatenBintan, sedangkan dana operasional dan pembin*n Ad-inistrasi Kegiatan(PAK) berada pada anggaran Dinas Sosial fabupaten B;;;".

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan BLM Melalui LKM K{.IBE sejahtera p2FM Kabupaten
Plgt mengacu p_ada petunjuk peraksanaan kegiatan BLM Melarui LKMKUBE Sejahtera l?FM yung *e*pakan lamplran tiJut t.rpirahkan dariPeraturan Bupati ini.

2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan Bupatiini dibebankan kepada Ang-garan pendapatan aan eetanla Daerah(APBD) Kabupaten Bintan.

*ru*r3ti,Xu*r*
1' Peraturan Bupati ini.mulai berlaku sejak tanggar ditetapkan.2' Agar setiap orang gu.pul mengetahulnya memerintahlan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
tl WOeg:r4eeR ?OOg

Diundangkan di
Pada tanggal tt

D, SE. MMKrjang
NOPeMB€R 2@g

DAERAH
N BINTAN

UCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN 2OO9 NOMOR 45


